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KEPUTUSAII KTPALA KANTOR WILAYAH KTMEilTERIAN AGAMA
PROVTISI JAWA TIMUR

NOMOR 9972 TATIUII 2AL7
TENTANG

PEMBERTAS IZrN PEHDTRTAN / OPERASTOIIAI,
MADRASAII IBTIDATTAH MAilSYAT'L ULUM I(ABUPATEN BANGKALIIIT

PROVINSI JAWA TIMUR

DEITGAN RAHilI/AT TT,IIAN YANG MAHA ESA

KTPALA KAIITTOR UIILAYAII KEMEIITERIAil AGAIWA PROVIIIISI JAWA TIilIUR,

MenimLrang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan
maclrasah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan
masyarakat melatui organisasi berbadan hukum untuk
menyelenggarakan macli:asah sesuai dengan standar nasional
pendidikan;

bahrna masa berlaku izin operasional/pendirian madr"asah
sebagaimana tercantum dalam I-,ampiran Keputusan ini telah
habis;

bahwa madrasah sebagaimana tercantum dalam I-ampiran
Keputusan ini telrrh memenuhi pers.lzaratan perpanjangan izin
pendirian/operasional madrasah berdasarkan Rekomendasi
clari Kepala Kant.or Kementerian Agama KABUPATEN
BAI{CKALA}{ irromor : B-51i3/Kk. rc.ZA.2iPP.COi 1ii2Arc,
Tanggal 18 NOPEMBER 2016;

bahwa berdzrsarkan pertimtrangan sebagaimalla dimaksud
dalarn huruf a huruf b dan huruf c, perlu menetapkan
Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kernenterian Agama
Provinsi Jawa Timur tentang Perlranjangan Izin
Pendirian/ Operasional MADRASAH iBTIDAIYAH

Vlengingat : 1.

MANSYAUL U[.UM KABUPATEN BANGKALAN Provinsi
.Jawa Timur.

Unciang-Undang i\omor 2U I'ahun '2OU3 tentang Sisterra
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nornor 78, Tambahan krnbaran Negara Republik
Indonesia Nomor a301);

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar
Nasional Penrlidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia
'Iahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
lndonesia Nornor 4496) Sebagaimana telah diubah derrgan
Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Perat-uran Pemerintah Nomnr 19
Tahun 2005 tentang Standar l.trasionai Penciiciikan (Lembar-an
Negara Reputrlik lndonesia Tahun 2015 Nomor 45, 'fambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5et70);

b.

d.

2.

\



5.

J.

+

7.

8

9.

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang
pendanaan Pendiclikan (Lembaral Negara Republik Indonesia
.lahun 2008 Nomor 91, Tambahan kmbaran Negara Republik
Inclonesia Nontor 1864);

peraturan Pernerintah Nomor i7 Tahun 2OiO Ienlang

pemerintah Nornor 17 Tahun 2olo tentang Pengelolaan dan
Penlrelenggaraan Penrlidikan (Lembaran Negara Republik
In<lonesia Tahun 2olo Nom"or ll2, Tambahan Lembaran
Negara Reputllik Indonesia Nomor 5157);

Fclaiuirarr folerrterr Perrtlitiikan i'iasiunai i'(orrror' '24 Tdnun 2OOT

Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah
Ibtidaiyah, Sekolah Menengah

h Tsanawi,vah, dan Sekolah Menengah
Atas/Madrasah AliYah;

Peraturan Menterl Penrli<iikan Iriasionai i'[omor i5 Tairun 2AiO
tentang standar Pelayanan Minimal Pendidikan rli
Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Pencliclikan clan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013

t.entang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan
Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Stanrlar Pelayanan
Minimal Pendid ikan di Kabupaten/ Kota;

Peraturan Menteri Agama Nomor 9O Tahun 2ol3 tentang
Penyelenggaraan Penclidikan Madrasah, sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun
'2A16 teirtang Ferutrahari Kcdua A'tas Pera'r-r.rrart lVieuteri Agarria

Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan
Madrasah;

Keputusan Direktur .Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1385

Tahun 2014 tentang Pet.un_iuk Teknis Pendirian Madrasah
Yang Diselenggarakan oleh Masy arakat;

Keputusan Direktur Jencleral Pendidikan Islam Nomor 5885
Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perpanjangan lzin
Pendirian Madrasah, Penerbitan surat Keputusan Pengganti
Izin Pcndirian lu{aclrasah Karena Ililang, dan Pc.nerbltan Sui-at
Keterangan Kerusakan Dokumen lzin Pendirian Madrasah;

6.



il{enelapkan

I{trSATU

KEDUA

KtrTIGA

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA

TtrNTANG PEM}3ERIAN IZiN PENDIRIAN / OPtrRASIONAL

MADRASAH IBTIDATYAI-I MANSYAUL ULUM KABUPATEN

BAN_GKALAi'I PROVINSI JAWA TIN4UR.

Memberikan pel'panjangan izin penclirian/operasional rnadrasah
kepacla madrasah seiragairnana tercantum dalam Lampiran yang

merupakan tragian ticlak terpisahkan dari Keputusan ini.

Pemberian izin operasional sebagaimana diuraksud rlalam Diktum
KESATU clapat clicabut apatrila madrasah yang bersangkutan
melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuarr peraturan
per-undang-undangar;

Keput-usan ini mulai berlaku pada tanggaT ditetapkan'

Ditetapkan di Sidoarjo
paida tanggai 20 Juni 2Al7

R WII,AYAI{
AGAMA

.WA TIMUR,

BlnRrgy'



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR
WILAYAI{ KEMENTEzuAN AGAMA
PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR 397'2 TAHUN 2017
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I zN pE ND iRIAN I o pERAs I o NAL
MADRASAI_I IBTIDATYAH MAN SYAUL ULUM
KABUPATEN BANGKALAN
PROVINSI JAWA TIMUR

IDENTITAS MADRASAH YANG DIBtrRIKAN PtrRPANJANGAN IZIN PENDIRIAN

R WILAYA}I
AGAMA

,WA TIMUR,

SYAIYISUL BA}IRI

1 Nama Madrasah MANSYAUL ULUM

2 Nomor Statistik Madrasah 71723s260100

3 Alamat Madrasah JL BAQOQ JANTOR GALIS DAJAH

DESA GALIS DAJAH

KECAMATAN KONANG

KABUPATEN BANGKAI-AN

PROVINSI JAWA TIMUR

4 Nama Organisasi Penyelenggara YAYASAN M,{NSYAUL ULUM KONANG

5 Akte Notaris Organisasi

Penyelenggara

NO. 128, AGUNG TEGUH SUTANTO, SH,
M.KN

6 Pengesahan Akte Notaris

Organisasi Penyelenggara

AFrU-00346q0.AH. 0 1 . O4.TAHUN 20 1.5 I
31 DtrSEMBER 2015


